
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR I TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang  a. bahwa dalarn rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa perlu dilakukan 
penataan Kecamatan di Kabupaten Kerinci; 

b. bahwa sesuai dengan harapan dan kebutuhan 
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang 
efektif, pelayanan publik yang cepat dan mudah serta 
dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu 
pembentukan Kecamatan Danau Kerinci Barat; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah juncto ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, 
penataan Kecamatan dengan membentuk Kecamatan 
baru diatur dalam Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Kecamatan Danau Kerinci Barat; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1643); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 

Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 

6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu 

sebagai kecamatan di kabupaten. 



7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 
dan i Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Danau Kerinci Barat di 
Kabupaten Kerinci. 

Bagian Kedua 

Cakupan Wilayah 

Pasal 3 

Kecamatan Danau Kerinci Barat adalah berasal dan i sebagian Wilayah 
Kecamatan Keliling Danau, yang meliputi: 

a. Desa Pancuran Tiga; 
b. Desa Tanjung Pauh Mudik; 
c. Desa Bukit Pulai. 
d. Desa Punai Merindu; 
e. Desa Sumur Jauh; 
f. Desa Permai Baru; 
g. Desa Tanjung Pauh Hilir; 
h. Desa Serumpun Pauh; 
i. Desa Pondok Siguang; 

j. Desa Koto Tengah; 
k. Desa Semerap; 
1. Desa Koto Baru Semerap; 

m. Desa Pasar Semerap; dan 
n. Desa Koto Patah; 

BAB III 

BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN 

Bagian Kesatu 

Batas Wilayah 

Pasal 4 

(1) Kecamatan Danau Kerinci Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: 
a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dan 

Danau Kerinci; 



b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan; 
c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kota Sungai Penuh; dan 
d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Keliling Danau. 

(2) Batas-batas Wilayah Kecamatan Danau Kerinci Barat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah Kecamatan 
Danau Kerinci Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

Bagian Kedua 

Luas Wilayah 

Pasal 5 

Luas Wilayah Kecamatan Danau Kerinci Barat adalah 15.289,14 Ha atau 
(152,89 km2). 

BAB IV 

IBUKOTA KECAMATAN 

Pasal 6 

Ibukota Kecamatan Danau Kerinci Barat adalah Desa Serumpun Pauh. 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Kecamatan Keliling 

Danau yang semula terdiri dan i 32 (tiga puluh dua) desa dengan luas 

38.626,52 Ha (386,27 km2  berkurang menjadi 18 (delapan belas) desa dengan 

luas 23.337,38 Ha (233,37 km2), yang terdiri dan: 

a. Desa Tanjung Batu; 
b. Desa Pidung; 

c. Desa Keluru; 

d. Desa Talang Lindung; 

e. Desa Koto Agung; 

f. Desa Jujun; 
g. Desa Pasar Jujun; 

h. Desa Benik; 

i. Desa Telago; 
j. Desa Koto Dian; 

k. Desa Koto Tuo; 
1. Desa Limau Manih Pulau Tengah; 

m. Desa Dusun Baru Pulau Tengah; 

n. Desa Pulau Tengah; 
o. Desa Jembatan Merah; 

p. Desa Koto Baru; 

q. Desa Lempur Danau; dan 
r. Desa Pancuran Bangko. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal  30 SEPTEmseR  2019 

BUPATI KERINCI, 

ADTi6OZAL 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal  30 stnemeER  2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

GASDINUL GAZAM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2019 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, 
PROVINSI JAMBI: 	/ 2019 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

